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Abstrak 

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini 

beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, 

dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu 

yang bersamaan. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. 

Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat 

dan tujuan yang mendesak.  Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti 

poligami itu sendiri. Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa 

pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri 

lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami 

itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, seperti pada 

surat An-Nisa’ Ayat 3. Poligami yang marak terjadi di kalangan masyarakat 

menguindang reaksi dari masyarakat itu sendiri,  sebenarnya perkawinan  

poligami tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga  

menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya.  Istri 

yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih  

memperhatikan istri yang baru (isteri mudanya) ketimbang istri pertama.  

 

Kata Kunci: Poligami, Teori, Praktek, konsep adil, surah annisak ayat 3.  

 
 

Pendahuluan  

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam  

prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial.  Status 

hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Sunnah Nabi  sendiri 

menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu  kondisi ke 

kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah  sesuatu yang 

didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada  prinsip-prinsip 
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dasar syari’ah, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemashlahatan dan 

tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan.   

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  

(KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya  empat 

orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang 

Perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 KHI. Dalam KHI antara lain  disebutkan 

bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu  berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Selain  syarat utama 

tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana  termaktub dalam 

pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri  dan adanya 

kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak 

mereka. Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang  dilakukan oleh 

seseorang (suami) karena adanya sebab/alasan tertentu yang  menyebabkan 

perkawinan itu terjadi.  

Dengan merujuk ayat di atas tampak dengan jelas bahwa semua alasan  

yang dikemukakan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk  

membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami sama  

sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Lagi pula, jika  

dihayati dengan hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi  istri 

yang mandul atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi  itu lebih 

merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada istri yang  menginginkan dirinya 

mandul atau berpenyakit. Semua perempuan tentu  menginginkan dirinya sehat, 

hanya saja tidak semua keinginan manusia dapat  terwujud sesuai harapan. Akan 

tetapi pada prakteknya, pelaku poligami tidak berdasar pada hal tersebut bahkan 

justru pelaku menyimpangkan hal-hal  tersebut. Secara jasmani dan rohani sang 

istri masih dapat melakukan seluruh  kewajibannya, baik mengurus suami maupun 

mendidik anak-anaknya.   

 

Pengertian Poligami  

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata 

poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti 
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kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti 

suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui 

bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak 

terbatas. (Labib MZ, 1986: 15).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1089), poligami adalah 

“Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan 

jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini 

yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa 

wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana 

seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki. Dalam Islam, poligami 

mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya 

dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat 

tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. 

(Lihat Khoiruddin Nasution, 1996: 84). Singkatnya, poligami adalah ikatan 

perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) 

isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan 

seperti itu   dikatakan bersifat poligami.TPF56FPT Dasar hukum mengenai 

poligami adalah QS. An-Nisa’ ayat 1-3:  

 ⧫  

❑→ ◆  

⬧◼⬧  ▪ ◼◆ 

⧫◼◆   

⧫◆ ◆  

 ◆  

❑→◆   

⧫❑◆⬧  

⧫⧫◼◆    ⧫ 

◼⧫ ◆    

❑➔◆◆ ☺⧫◆ 

⬧◆❑  ◆ ❑⧫⬧ 

⬧   ◆ 

❑➔⬧ ⚫◆❑ 

◼ ◆❑   

⧫ ❑     

◆   ❑➔ 
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 ◆⧫◆ ❑⬧⬧ 

⧫ ⬧ ⬧  

 ⧫ ◼➔◆ 

⧫◆  ⬧   

❑➔⬧ ◼◆❑⬧  ⧫ 

⬧◼⧫ ☺  ⬧ 

  ❑❑➔⬧     

Artinya: 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 2. Dan 

berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, 

jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu 

Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan 

(menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.  3. dan jika kamu 

takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang 

yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja, 

atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 

Sejarah Poligami  

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan 

Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk 

praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhi adalah peradaban yang 

memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. 

Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan 

untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung 

bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga  dalam banyak peradaban kuno 

lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. 

Dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, 

tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain. (Ali Engineer, 2003). 
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Di dunia Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan 

dipandang rendah dan entitas yang tak berarti. Al-Qur’an dalam sejumlah ayatnya 

menginformasikan realitas sosial ini. Perbudakan manusia terutama perempuan, 

dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia 

saat itu. Ketika Islam hadir praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul 

mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab banyak merugikan 

kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak 

dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa yang    digunakan Al-Qur’an 

tidak pernah provokatif atau radikal. Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW selalu 

berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan 

intensif. Bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak 

menghargai manusia selalu diupayakan Nabi SAW untuk diperbaiki secara 

bertahap dan terus-menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang 

paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat 

manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam: Tauhid. 

Selain melalui aspek kesejarahan, untuk mengetahui lebih jauh tentang 

poligami kita juga perlu melihat asbabunnuzul surat An-Nisa’ ayat 3 yang selama 

ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan 

para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan 

mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Kekalahan perang 

mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan 

menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas 

muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan 

kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan 

miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan 

mendiang orang tua mereka.  

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati 

sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat 

curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan 

memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak 

cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain 
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yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam 

kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang 

lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya 

tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah 

dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan 

tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, 

seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh 

suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang 

jumlahnya lebih dari batas kewajaran. 

Berdasarkan asbabunnuzul tersebut para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 

surat An-Nisa’ ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 An-

Nisa’. Ayat 2  mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, 

bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim 

yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 

mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak 

yatim tersebut, agar si   wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib 

memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang 

dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan 

menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin 

dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh 

Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat An-Nisa’ tersebut. (Rasyid 

Ridho, tth: 347-348). 
 

 

 

Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami  

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi 

(1989: 21) menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak 

membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut 

fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak 

tersebut mudah timbul dengan kadar  tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga 

yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, 

baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, 
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maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab 

itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan 

monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka 

mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga 

yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan   

cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa 

mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. 

Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, 

misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri 

terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai 

seorang isteri.  

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang 

mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak 

akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan 

hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga 

haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti 

tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan 

suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya 

manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu 

membagi kasih sayangnya secara adil.  

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab 

yaitu Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami 

boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. 

Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara 

perempuan-perempuan itu, baik   dari nafkah atau gilirannya. (Mahmud Yunus, 

1996: 89). Dalam hal ini Imam Syafi’i menambahkan, syarat lain yang harus 

ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat dzaalika 

‘adnaa anlaa ta‘uuluu dipahami oleh Imam Syafi’i dalam arti tidak banyak 

tanggungan kamu. Ia terambil dari kata ‘alaa ya‘uluu yang berarti menanggung 

dan membelanjai. “Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, 

apalagi lebih dari satu istri,”. 



Zulfi Imran ISSN 2548 - 2203 

 

Sabilarrasyad Vol. II No. 02 Juli – Desember 2017 271 
 

Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, 

hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah 

sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka 

hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan 

tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan 

telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah 

Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah 

tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.   

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi 

syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia 

menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks 

QS. An-Nisa’ ayat 3. Dalam memahaminya juga   perlu terlebih dahulu 

dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa’ ayat 1-3 

pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “dan 

jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) 

yang yatim…”.  

Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, 

tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah 

menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim 

sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas 

kawin. Maka Al-Qur’an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa 

menikahi janda dan anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud 

pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya 

harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini 

adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang 

prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya. (Asghar Ali Engineer, 

1994: 89).   

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur (2004: 428). Ia 

memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar 

memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan 
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dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat 

itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa    khawatir 

tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut 

tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur. 

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. 

Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, 

yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap 

istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, 

mu’amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang 

tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang 

bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat 

istri. 

 

Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami  

Surat An-Nisa’ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami 

wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, 

hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum 

tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi perntanyaan 

mendasar dalam konteks poligami. Imam Syafi’i, as-Sarakhsi dan al-Kasani 

mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya 

menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari. 

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memliki 

dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai 

keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua 

istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak 

perkawinan serta hak-hak lain. (Abdul Rahman I Do’i , 2002: 192).  

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan 

kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat 

adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi’i dan ulama-ulama 

Syafi’iyyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya 

menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh 
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ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan 

rasionalisasi terhadap praktek poligami.  

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan 

polgami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 

empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan 

empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan 

industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia 

mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk 

mencurahkan kasih sayang. (Ali Ahmad al-Jarjawi, tth: 189). 

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya 

persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri 

dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.  Mustafa al-Siba’i mengatakan 

bahwa keadilan yang diperlukan dalam polgami adalah keadilan material seperti 

yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan 

dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.  

Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan 

secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh 

berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Al-Qur’an adalah keadilan yang 

bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa 

diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur’an mengatakan: “Jika kamu sekalian 

khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja”(QS. An-Nisa ; 3). 

Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu 

memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah 

kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam 

mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling 

menyayangi antar anggota keluarga. 

Kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini 

bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang 

tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu 

sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik 

pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini 
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merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia. (Abdurrahman al-Jaziri, 

1969: 239). 

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam 

poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat 

an-nisa’ yang menegaskan ”kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap 

isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian”. Namun dengan 

ayat itu pula kelompok yang memaknai keadilan dalam poligami menyangkut 

aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut 

kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut 

menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam. (Asghar 

Ali Engineer, 1994). 

Pendapat ini dinyatakan oleh Mahmud Muhammad Thaha, Siti Musdah 

Mulia, dan Fazlurrahman. Menurut Mahmud Muhammad Thaha (2003: 169), 

keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan   karena 

tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat 

kecenderungan hati. 

Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia (2007), poligami dilarang atas 

dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (harâm li ghayrih) karena Al-Qur’an 

bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para istri yang tidak mungkin 

terwujud. Fazlurrahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah di atas (QS. 

An-Nisa’: 3) bahwa ayat ini menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa 

suami harus mampu berbuat adil. Ayat ini juga diikuti dengan penegasan “jika 

engkau khawatir tidak mampu berbuat adil, cukuplah hanya dengan seorang 

isteri” selanjutnya pada surat An-Nisâ’:129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali 

tidak akan berbuat adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat 

menghendaki demikian. Dengan demikian, menurut Rahman bahwa al-Quran 

sebenarnya adalah menegakkan monogami, atau menyelamatkan ayat 3 An-

Nisa’dan 129 dari pengertian yang kontradiktif. 

 

Konsep Keadilan Dalam Islam   

Pengertian Keadilan  
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Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. 

Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan 

pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan.   

Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan 

perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. 

Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam 

yang bermisi utama rahmatan li al-‘alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam, 

menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.  

Dari segi bahasa, menurut Muhammad Isma‘il Ibrahim dalam 

Noordjannah Djohantini dkk (2009: 28).  keadilan berarti berdiri lurus (istiqâm), 

menyamakan (taswiyyah), netral (hiyad), insaf, tebusan (fida), pertengahan 

(wasth), dan seimbang atau sebanding (mitsal). Dalam hal ini terdapat dua bentuk 

keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara al-‘adlu yang berarti 

keseimbangan abstrak dan al-‘idlu yang berarti keseimbangan konkret dalam 

wujud benda. Misalnya, al-‘idlu menunjuk pada keseimbangan pikulan antara 

bagian depan dan belakang, seda ngkan al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan 

abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia.    

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata justice dimana 

artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak 

berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan 

fungsi dan peranannya. (Attabik Ali, 2003: 690).  Lebih jauh dikatakan dalam 

Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam 

hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan   

keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di 

hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia. 

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan 

keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, 

serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur’an juga menempatkan 

keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh 

aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan 
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takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat 

dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:  

⧫  

❑⧫◆ ❑❑ ✓▪❑⬧  

◆→   ◆ 

→⧫⧫ ⧫ ❑⬧ 

◼⧫  ❑➔⬧  

❑ ◆❑➔ ⧫ 

◆❑  ❑→◆  

    ☺ 

❑➔☺➔⬧     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

  

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus 

ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan 

mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan 

membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan  dalam Islam 

bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam surah  an-Nahl 

ayat 90:   

   ⧫ 

➔ ◆ 

⧫◆  ◼→ 

⬧⧫◆ ⧫ ⧫⬧ 

☺◆ ⧫◆  

→➔⧫ →➔⬧ ⬧ 

    

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.  

 

Surah an-Nisak ayat 58:  
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     ⧫  

⬧➔ ◆⧫ ◼ 

 ⬧◆ ☺⬧ 

⧫✓⧫   ❑☺⧫ 

➔    

➔ →➔⧫    

 ⧫ ☺➔ ⧫ 

    

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 

 

 

 

Surah an-Nisak ayat 135: 
 

 ⧫ ⧫ 

❑⧫◆ ❑❑ ⧫✓▪❑⬧ 

 ◆→  

❑⬧◆ ◼⧫ →  

◆❑ 

⧫✓⧫◆   ⧫ 

  ⬧ ⬧ 

◼ ☺  ⬧ 

❑➔⬧ ◆❑⚫  

❑➔⬧  ◆ ❑⬧ 

 ❑→➔➔ ⬧  

⧫ ☺ ⧫❑➔☺➔⬧ 

     

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun 

miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan 

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
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Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan. 
  

Surah Al-An‘am: 152.  
 

◆ ❑⧫⬧ ⧫⧫ 

◆    

  ➔⧫ 

◼  ❑➔◆ 

 ⧫◆☺◆ 

   ⬧ 

⧫  ➔  ⬧◆ 

➔ ❑⬧ ❑⬧◆ 

⧫ ⬧ ◼➔  ➔◆ 

 ❑➔  →⬧ 

◆  ➔⬧ 

⬧     

Artinya:  Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 

kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu 

berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah 

kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu 

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 
 

Berdasarkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah 

memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum 

maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati 

kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi 

perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. 

Dengan demikian, Al-Qur’an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar 

hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.   

Alasan Penegakan Keadilan Dalam Islam  

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah 

kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini 

dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21. Manusia 

setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, 

melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S. Al-
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Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam 

beriman, beribadah, dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S. 

Al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar makruf nahi 

mungkar dalam Q.S. al-Tawbah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami dan 

istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, 

hal ini dilihat dalam Q.S. An-Nur ayat 30–31 dan Al-Ahzab ayat 35. Kesemua 

ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan 

antar manusia. (M. Quraish Shihab, 2009). 

 Selain karena kesetaraan manusia, alasan penegakan keadilan adalah 

karena manusia memiliki independensi. Konsep Al-Qur’an tentang manusia 

menggambarkan bahwa manusia memiliki kehendak  bebas. Manusia diberi 

amanat oleh Allah sebagai khalifah fi al ardl seperti disebutkan dalam Al-Qur’an: 

al-ahzab ayat 72: 

 ⧫⧫ ⬧⧫⧫ 

◼⧫ ◆❑◆ ◆ 

⧫◆ ✓⧫⬧  

⬧☺⧫⬧ ◆ 

 ◼◆❑◆  

  ⧫ ❑➔⬧ ❑ 

    

Artinya:  Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah 

amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan 

Amat bodoh. 

  

Ayat di atas memuat kisah tamtsîliyyah1 bahwa Allah tidak menawarkan 

ke langit, bumi, dan gunung, tetapi Allah ingin menyampaikan pesan bahwa 

amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan amanah manusia dimintai 

pertanggungjawaban. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, bila melakukan 

sesuatu, atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, akan dimintai 

pertanggungjawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan manusia, maka baik 

                                                 
1 Tamtsîliyyah adalah kisah yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang belum 

tentu ada dalam realitas dan berfungsi sebagai tamsil (perumpamaan).   
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laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki independensi sekaligus 

kewajiban mempertanggungjawabkannya.  

 

Penutup 

Makna keadilan dalam poligami  bukan seperti pada keadilan makna batin 

(seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat 

material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa’ yang 

menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. 

Makna keadilan yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam 

ayat 3 surat An-Nisa’ menurut M. Quraish Shihab terkait dengan ayat sebelumnya 

yaitu ayat 2. Menurutnya, adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap 

anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan 

asbabunnuzul surat An-Nisa’ ayat 3 yang menjadi dalil poligami.   

Dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia   gunakan, 

yaitu metode tafsir maudhu’i (tematik). Dengan metode tersebut, M. Quraish 

Shihab merumuskan pendapatnya tentang keadilan dalam poligami melalui 

penelusuran sejarah dan asbabunnuzul surat An-Nisa’ ayat 3 sebagai bagian dari 

metode tafsir maudhu’i yang ia terapkan. Dengan metode tafsir maudhu’i, M. 

Quraish Shihab pertama-tama menetapkan masalah topik poligami dan 

menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Setelah itu ia menyusun 

runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang 

asbabunnuzul-nya.  
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